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1. Jelaskan pentingnya KEMITRAAN bagi Pemerintah Daerah ?

Jawab:

Program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sektor ketiga serta dengan pmerintah daerah lain merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan daerah dalam rangka mensinergikan pembangunan. Permasalahan masyarakat di daerah tidaklah mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah apalagi kalau hanya mengandalkan APBD saja.
(referensi: Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga)
2. Program Kemitraan tidak selalu menguntungkan pemerintah daerah. Bagaimana langkah pemerintah daerah supaya tidak mengalami kerugian pada program kemitran ini ?

Jawab:

Kemitraan tidak berarti selalu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Setiap bentuk kemitraan mengandung potensi keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, perencanaan yang baik, manajemen resiko, dan penilaian mendalam tentang skema kemitraan mutlak harus dilakukan agar pemerintah daerah tidak dirugikan yang pada akhirnya masyarakat juga yang dirugikan.
(referensi: Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga)

3. Jelaskan Mekasnisme penerbitan obligasi daerah ?
Jawab:

Penerbitan obligasi daerah dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan bagi daerah dan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Obligasi daerah yang diterbitkan dapat berupa obligasi dengan sistem bunga (konvensional) maupun obligasi berbasis syariah (sukuk). Penerbitan obligasi daerah tersebut disamping harus memenuhi persyaratan pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Karena obligasi daerah tersebut mekanisme penjualannya dilakukan melalui pasar modal, maka sebagai persyaratan tambahan, obligasi daerah harus juga mematuhi undang-undang yang berlaku di pasar modal.
(referensi: Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga)
4. Jelaskan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk aktivitas lindung nilai (hedging) ?

Jawab:

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan keuangan daerah,  pemerintah daerah perlu melakukan aktivitas lindung nilai (Hedging) yaitu berupa investasi. Tujuan utama dilakukannya investasi daerah tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan investasi (yield), untuk keamanan aset daerah (safety), dan untuk optimalisasi manajemen kas dan menjaga likuiditas keuangan (liquidity).
(referensi: Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga)

5. Bagaimana Prosedur Revaluasi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah

Jawab:

Prosedur Revaluasi Aset Tetap pada Pemerintah daerah adalah:
a. Melakukan inventarisasi seluruh aset daerah

b. Melakukan penilaian (appraisal) atas seluruh aset daerah

c. Melakukan sentralisasi jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang (secara tidak langsung) oleh berbagai pihak ke pemerintah daerah

d. Menjelaskan status kepemilikan atas beberapa jenis aset, seperti tanah, jalan, jembatan dan sebagainya

e. Menguatkan koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah

(referensi: Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga)

6. Sebutkan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset-aset daerah untuk pemanfaatannya.

Jawab:

Salah satu aspek penting untuk optimalisasi keuangan daerah adalah adanya sistem manajemen aset daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Manajer publik di pemerintah daerah perlu mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset daerah agar aset-aset yang ada dapat dikelola secara optimal.

(referensi: Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga)
